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UPTD di Wilayah
Pantai Barat Tetap Ada

I DISHUTBUN ..
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Donggala, Anhar SHut MSi
mengatakan, pembentukan
KPH memerlukan sasaran
yang tepat agar dapat dica-
pai pengelolaan hutan yang
efesien dan lestari. KPH ini
kata dia, merupakan pro-
gram nasional yang diben-
tuk di daerah, baik oleh
Pemprov maupun Pemkab
dan Pemkot.

“Sasaran  Pembentukan
KPH ini untuk memberikan
kepastian areal kerja penge-
lolaan hutan, guna meng-
hindari open access, seka-
ligus memastikan wilayah
tanggung jawab pengelo-
‘laan dari suatu organisasi
pengelolaan tertentu, dan
memastikan satuan analisis
dalam penyusunan peren-
canaan pembangunan dan
pengelolaan hutan,” jelas-
nya kepada Radar Sulteng,
Kamis kemarin (13/8).

Selain itu terang Anhar,
pembentukan KPH ju-
ga akan menjadi dasar
dalam penyusunan ren-
cana pengembangan us-
aha yang merupakan din-
amika kelembagaan pen-
gelolaan  kehutanan di

Indonesia yang bertujuan
untuk mewujudkan penge-
lolaan hutan yang efisien
dan lestari.

Adapun tugas dan Fungsi
KPH, kata dia, untuk peny-
elenggaraan Pengelolaan
Hutan, menjabarkan kebi-
jakan kehutanan untuk di-
implementasikan, melak-
sanakan kegiatan pengelo-
laan hutan di wilayah KPH
mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksa-
naan dan pengawasan serta
pengendalian, dan melak-
sanakan pemantauan dan
penilaian atas pelaksanaan
kegiatan pengelolaan hutan
di wilayah KPH.

Kata dia, KPH tidak
dalam posisi memberikan
pelayanan dalam rangka
proses-proses . perizinan
pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hu-
tan. KPH sesuai dengan tu-
poksinya berada pada po-
sisi domain teknis pengelo-
laan hutan di tingkat tapak
seperti melakukan kegiatan
tata hutan di KPH, yang
terdiri dari tata batas, in-
ventarisasi hutan, pemba-
gian ke dalam blok atau zo-
na, pembagian petak dan
anak petak, dan pemetaan.

“Selain itu, KPH juga akan
menyusun rencana penge-
lolaan jangka panjang dan
pendek,” tandasnya.

Untuk wilayah Banawa,
saat ini ada dua UPTD
Kehutanan yakni UPTD
Banawa dan UPTD
Lalundu. Setelah ter-
bentuknya KPH nantin-
ya, maka keberadaan dua
UPTD tersebut akan diha-
pus dan tergabung dalam
KPH tersebut. “KPH ini
juga bertugas melak-
sanakan pemberdayaan
masyarakat di- sekitar hu-
tan. Mereka juga akan me-
nyusun rencana pengelo-
laan hutan desa bersama
aparat desa setempat,”
tandasnya.

Bagaimana dengan
UPTD di wilayah Pantai
Barat, menurut Anhar,
untuk UPTD di wilayah
Pantai Barat, saat ini jum-
lahnya ada empat, yakni
UPTD Nupabomba, UPTD
Ombo, UPTD Tambu, dan
UPTD Sojol. “Untuk UPTD
di Pantai Barat ini tetap
ada. Hanya yang di wilayah
Banawa dan Rio Pakava sa-
ja yang akan dihapus dan
bergabung dengan KPH,”
pungkasnya. (fer) o
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DONGGALA-Pemerintah
Kabupaten Donggala me-
lalui Dinas Kehutanan dan
Perkebunan  (Dishutbun)
berencana memben-
tuk Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) di wilayah
Banawa, yang meliputi lima
kecamatan yakni Banawa,
Banawa Tengah, Banawa
Selatan, Rio  Pakava,
dan Pinembani. Kepala
Dishutbun Kabupaten

Baca AKAN ... hal 19





